PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 07/PL.02.7-Kpt/7403/KPU-Kab/11/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNAN TAHUN 2020

ABSTRAK

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) huruf j Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, bahwa tahapan penyelenggaraan
meliputi penetapan calon terpilih; bahwa dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 981); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1236); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 07/PL.02.7-
Kpt/7403/KPU-Kab/11/2021 Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yakni Nomor
Urut 1 Sdr. Laode Muhammad Rusman Emba, ST dan Sdr. Drs. H. Bachrun, M.Si
dengan perolehan suara sebanyak 64.122 (Enam Puluh Empat Ribu Seratus Dua
Puluh Dua) suara atau 53,4 % (Lima Puluh Tiga Koma Empat Persen) dari total
suara sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna.



CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada
tanggal 21 Februari 2021.
- Lampiran 7 Halaman.



